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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of taxpayer attitudes, knowledge, taxpayer
awareness, and tax socialization on taxpayer compliance, a moderating variable of tax
authorities services on taxpayers of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMES) in
Brebes, Indonesia during the Covid-19 Pandemic. A quantitative research method is used
with a deductive research approach.This study uses primary data by distributing a
questionnaire on taxpayer compliance of MSMEs in Brebes, Indonesia. The sample size
used was 100 respondents with a population of 11,513 Individual Taxpayers using simple
random sampling. In addition, IBM SPSS 20 software was used for the analysis tool in
this study.The results of this study indicate that taxpayer attitudes, taxpayer knowledge,
taxpayer awareness and tax socialization have a positive and significant effect on
taxpayer compliance. On the other hand, tax authorities services cannot moderate
theeffect of taxpayer attitudes and taxpayer knowledge on taxpayer compliance during
the Covid-19 pandemic. Meanwhile, tax authorities services can moderate taxpayer
awareness and tax socialization on taxpayer compliance during the Covid-19 pandemic.

Keywords : taxpayer attitude, taxpayer knowledge, taxpayer awareness, tax socialization,
tax services

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap wajib pajak, pengetahuan,
kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan
variabel moderasi pelayanan fiskus pada wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) di Brebes, Indonesia selama Pandemi Covid-19. Metode penelitian dengan
pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan primer data dengan menyebarkan
kuesioner kepatuhan wajib pajak UMKM di Brebes, Indonesia. Besar sampel yang
digunakan adalah 100 responden dengan jumlah populasi 11.513 Wajib Pajak Orang
Pribadi dengan menggunakan simple random sampling. Selain itu, IBM SPSS 20
software yang digunakan untuk alat analisis dalam penelitian ini.Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa sikap wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak
dan sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, pelayanan fiskus tidak dapat memoderasi pengaruh
sikap wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama
masa pandemic covid-19. Sedangkan, pelayanan fiskus dapat memoderasi kesadaran
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wajib pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemic
covid-19.

Kata kunci: sikap wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak,
sosialisasi pajak, pelayanan fiskus

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal
maupun sektor eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah
pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negri. Pemerintah
berupaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal dengan cara
memaksimalkan penerimaan internal. Pajak merupakan pungutan wajib, biasanya berupa
uang yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau
pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan
sebagainya.

Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan paket stimulus melalui
perpajakan. Beberapa kebijakan di sektor perpajakan antara lain berupa pemberian
insentif bagi pekerja di sektor yang terdampak langsung oleh pandemi melalui fasilitas
pajak DTP PPh 21, penurunan tarif PPh Badan, pembebasan PPh 22 Impor, pembebasan
pajak impor alat kesehatan dan vaksin. Dengan kebijakan stimulus ekonomi melalui
perpajakan tersebut, diharapkan dunia usaha dapat kembali menggeliat, iklim investasi
kembali kondusif, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan UMKM dapat berkembang.
Pada tahun 2020, insentif pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah terbukti telah
dimanfaatkan dan membantu lebih dari 460 ribu Wajib Pajak. Hal tersebut menjadi bukti
bahwa Pemerintah merespon pandemi ini dengan sangat baik dari sisi ekonomi, sekaligus
menunjukkan bahwa Perpajakan berperan cukup sentral dalam pemulihan ekonomi di
masa pandemi. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara adalah
menjadikan pajak sebagai sumber dana dari dalam negeri (Utami, 2014).

Di tengah pandemi Covid-19 sekarang ini yang belum dapat dipastikan kapan akan
berakhir tentu mempengaruhi realisasi penerimaan pajak tahun 2020. Kondisi
perekonomian yang belum stabil mempengaruhi banyak aspek. Omzet perusahaan
mengalami penurunan, pendapatan masyarakat berkurang, kesempatan kerja menurun,
tingkat pendidikan masyarakat susah dijangkau karena ketiadaan biaya pendidikan.
Aspek sosial dan psikologis masyarakat juga berpengaruh seperti masih ada rasa
ketakutan akan bahaya Covid-19, kecemasan akan masa depan, kebingungan mencari
alternatif penghasilan, keputusasaan dan ketidakberdayaan dalam hidup. Walaupun
kondisi ini mungkin terjadi dalam periode pendek, namun mempengaruhi sikap mental
seseorang termasuk kemauan dan kesadaran membayar pajak. Perubahan kebijakan baik
oleh pemerintah maupun pimpinan perusahaan ikut terpengaruh oleh pandemi ini.

Hasil penelitian Supriyati et al., (2018) berdasarkan motivational posture
(Braithwaite, 2003) menunjukkan memang motif yang berasal dari diri individu sangat
kuat mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk patuh atau tidak. Pandangan wajib Pajak
terhadap otoritas pajak dan sistem perpajakan yang berlaku tidak banyak mempengaruhi
perilaku wajib pajak. wajib pajak menganggap apa yang dilakukan pemerintah kepada
masyarakat sebagai sebuah kewajiban dan akan selalu dilakukan sepanjang masa. Namun,
aspek yang penting mempengaruhi wajib pajak adalah strategi pemeriksaan dan sanksi
pajak. Strategi pemeriksaan pajak secara random masih efektif dilakukan agar wajib pajak
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patuh. Dan, Sanksi pajak yang semakin tinggi mendorong wajib pajak semakin patuh
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi saat
ini tentu akan sulit bagi masyarakat untuk berperilaku patuh, bahkan mungkin wajib pajak
bersedia dikenakan sanksi pajak yang besar. Hanya wajib pajak sektor industri tertentu
(pertanian, perkebunan, perikanan dan sumberdaya alam lain) maupun wajib pajak
berpenghasilan tetap yang bertahan mengamankan kondisi menjadi wajib pajak patuh,
sementara banyak wajib pajak yang tidak memiliki kemampuan membayar pajak.

UMKM merupakan kelompok usaha dengan jumlah yang cukup besar di kabupaten
Brebes. Menurut data Dinas Koperasi jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Brebes dari
tahun 2017-2020 terus mengalami peningkatan. Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD, 2020) sendiri menyebutkan bahwa UMKM saat ini
berada dalam pusat krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, bahkan dengan kondisi
lebih parah dari krisis keuangan 2008. Krisis akibat pandemic Covid-19 akan
berpengaruh pada UMKM dengan risiko serius dimana lebih dari 50% UMKM tidak akan
bertahan beberapa bulan ke depan. Ambruknya UMKM secara luas dapat berdampak kuat
pada nasional ekonomi dan prospek pertumbuhan global, pada persepsi dan harapan, dan
bahkan pada sektor keuangan, mengingat 60-70% lapangan kerja di negara OECD
diperankan oleh UMKM dan terlebih dari itu terdapat tekanan oleh portofolio yang tidak
memiliki kinerja. Kemunduran situasi keuangan UMKM dapat memiliki efek sistemik
pada sektor perbankan secara keseluruhan (OECD, 2020).

Menurut Febrantara (2020) dampak pandemi Covid-19 kepada UMKM dapat
dilihat dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Dari sisi penawaran, dengan adanya
pandemi Covid-19, banyak UMKM mengalami kekurangan tenaga kerja. Hal tersebut
terjadi karena alasan menjaga kesehatan pekerja dan adanya pemberlakuan pembatasan
sosial (social distancing). Kedua sebab tersebut berujung pada keengganan masyarakat
untuk bekerja sementara waktu pandemi masih ada Covid-19. Pada sisi permintaan,
berkurangnya permintaan akan barang dan jasa berdampak pada UKM tidak dapat
berfungsi optimal yang berujung pada berkurangnya likuiditas perusahaan. Hal ini
menyebabkan masyarakat kehilangan pendapatan, karena UKM tidak berkemampuan
membayar hak upah pekerja. Pada kondisi terburuk, pemutusan hubungan kerja terjadi
secara sepihak.

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan
sasaran penerimaan pajak. Semakin pesat pertumbuhan UMKM di Indonesia, maka akan
semakin besar kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga semakin besar penerimaaan
pajak di sektor UMKM. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor
yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal
dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu atau sikap
dari wajib pajak yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Di
masa pandemi yang terjadi saat ini tentu akan sulit bagi masyarakat untuk berperilaku
patuh, bahkan mungkin wajib pajak bersedia dikenakan sanksi pajak yang besar. Hanya
wajib pajak sektor industri tertentu (pertanian, perkebunan, perikanan dan sumberdaya
alam lain) maupun wajib pajak berpenghasilan tetap yang bertahan mengamankan kondisi
menjadi wajib pajak patuh, sementara banyak wajib pajak yang tidak memiliki
kemampuan membayar pajak. Tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh banyak faktor.
Pengetahuan perpajakan menjadi salah satu faktor yang tidak bisa kita abaikan dalam
pembahasan ini. Mardiasmo (2016) menjabarkan pengetahuan perpajakan sebagai
apapun yang diketahui dan dipahami dari hukum pajak materiil dan pajak formil.
Pengetahuan yang mumpuni akan pajak akan meminimalisir timbulnya tax evasion.
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Pernyataan pendukung atas hal ini juga terdapat dalam Paramartha dan Rasmini (2016)
bahwa pengetahuan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal itu
mengharuskan masyarakat untuk tetap mengikuti informasi tentang perpajakan dengan
keterbatasan interaksi pada kondisi pandemi Covid-19.

Kesadaran turut memiliki peran penting. Kesadaran Wajib Pajak berarti situasi tau,
sanggup, dan mau mengerjakan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Komponen dari
kesadaran Wajib Pajak sendiri adalah persepsi positif akan pajak dan peningkatan
pengetahuan pajak. Wajib Pajak dengan kesadaran rendah cenderung abai dan melanggar
peraturan perpajakan. Dalam penelitian ini, penulis juga menemukan satu fenomena
dimana masyarakat yang abai mengandalkan kebijakan pemutihan denda. Hal ini tentu
mendegradasi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Penelitian Megawangi dan
Setiawan (2017) mendukung pernyataan ini, bahwa kepatuhan Wajib Pajak secara
signifikan dipengaruhi komponen kesadaran Wajib Pajak. Ditengah pandemi Covid-19
sekarang ini yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir tentu mempengaruhi
realisasi penerimaan pajak tahun 2020. Kondisi perekonomian yang belum stabil
mempengaruhi banyak aspek. Omzet perusahaan mengalami penurunan, pendapatan
masyarakat berkurang, kesempatan kerja menurun, tingkat pendidikan masyarakat susah
dijangkau karena ketiadaan biaya pendidikan. Aspek sosial dan psikologis masyarakat
juga berpengaruh seperti masih ada rasa ketakutan akan bahaya Covid-19, kegalauan akan
masa depan, kebingungan mencari alternatif penghasilan, keputusasaan dan
ketidakberdayaan dalam hidup. Walaupun kondisi ini mungkin terjadi dalam periode
pendek, namun mempengaruhi sikap mental seseorang termasuk kemauan dan kesadaran
membayar pajak. Perubahan kebijakan baik oleh pemerintah maupun pimpinan
perusahaan ikut terpengaruh oleh pandemi ini.

Pemerintah mengandalkan langkah sosialisasi untuk mengatasi hal ini. Terobosan
sosialisasi yang dilakukan adalah iklan digital di berbagai media sosial dalam berbagai
format yang interaktif. Model sosialisasi ini diharapkan memudahkan masyarakat untuk
paham akan faedah pajak terlebih sanksi bagi yang melanggar. Sosialisasi perpajakan
selama pandemi Covid-19 adalah upaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) untuk menjelaskan tentang sistem peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia
selama pandemi Covid-19, misalnya peraturan tentang insentif pajak bagi UMKM.
Adanya sosialisasi perpajakan diharapkan akan meningkatkan sifat partisipasi aktif dan
efektif pada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

Pengurangan interaksi sosial guna pencegahan penyebaran virus corona yang lebih
meluas ini dengan cara pembatasan penggunaan fasilitas umum dan menjaga jarak
interaksi. Masyarakat diminta untuk berdiam dirumah dengan melakukan belajar dari
rumah bagi pelajar, bekerja dari rumah, dan tidak melakukan aktivitas ke tempat-tempat
keramaian guna memutuskan mata rantai penyebaran yang kian bertambah. Hal itu
membuat petugas fiskus kurang maksimal dalam melakukan pelayanan yang baik dan
memuaskan kepada wajib pajak yang sedang dan ingin memenuhi kewajibannya sebagai
wajib pajak. Menurut Djajadiningrat (2014) berpendapat bahwa pelayanan adalah suatu
proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan
dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Menurut Sari, et al.,
(2019) pelayanan aparat perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arianto (2020). Tetapi tidak sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Tene et al., (2017) yang menyatakan bahwa
pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
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Akuntabilitas pelayanan fiskus dari Pemerintah Daerah (PEMDA) menjadi faktor
kunci selanjutnya. Dalam teori atribusi dijabarkan bahwa komponen luar yang memiliki
pengaruh pada persepsi Wajib Pajak adalah kualitas dari pelayanan. Pelayanan yang
berkualitas terbukti berpengaruh positif pada level patuh untuk membayar pajak. Tentu
ini dipicu oleh rasa senang karena terlayani dengan baik. Paramartha dan Rasmini (2016)
menyimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan dipengaruhi secara positif oleh
kualitas dari layanan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Noviyanti dan Ferdous
(2021) dengan perbedaan pelayanan fiskus sebagai variabel moderasi serta perbedaan
pada obyek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan
wajib pajak UMKM di Kabupaten Brebes selama pandemi Covid-19 dari sisi sikap wajib
pajak, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan variabel
pelayanan fiskus berperan sebagai variabel yang memperkuat maupun memperlemah
hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Manfaat dari penelitian
ini diantaranya sebagai sarana informasi kepada para pelaku UMKM di Kabupaten
Brebes dalam pelaksanaan aktivitas yang berhubungan dengan perpajakan selama
pandemi Covid-19. Selain itu, diharapkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Brebes
meningkatkan kualitas pelayanan dan sosialisasi yang dilakukan selama pandemi Covid-
19 maupun kenormalan baru, sehingga kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten
Brebes tetap stabil.

METODE ANALISIS
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data
sekunder.Populasi penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kabupaten Brebes.Teknik
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik kuesioner. Sampel yang
masukKriteria wajib pajak yang digunakan adalah wajib pajak yang terdaftar baik sebagai
wajib pajak lama maupun wajib pajak baru serta aktif dalam melakukan kewajiban
perpajakan dan memiliki NPWP. Prosedur pengambilan sampeldengan Kriteria tertentu.

oo N
1+ Ne?

Dimana:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Persentase kelonggaran kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat

ditoleransi (10%).

Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan dan studi lapangan.
Pada penelitian kuantitatif penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan
analisis regresi berganda serta uji interaksi atau Moderated Regression Analysis (MRA).
Uji asumsi klasik yang digunakan vyaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji
multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Metode analisis data penelitian ini yaitu
menggunakan analisis Pengujian Moderated Regression Analysis (MRA) membutuhkan
model interaksi atas persamaan regresi linier berganda.

Y = a + BLX1 + B2X2 + B3X3+ BAXA + BLX1* M + B2X2 * M + B3X3 * M+ B4X4 * M
+¢£
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Penelitian ini menggunakan enam variabel penelitian yang terdiri dari satu variabel
dependen dan 4 variabel independen serta 1 variabel moderasi.

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak
indikatornya adalah wajib pajak menjalankan peraturan pajak yang berlaku, pembayaran
pajak yang sesuai dengan prosedurwajib pajak, membayar pajak tepat waktu, tidak pernah
mendapatkan denda. Pengukuran variabel ini menggunakan skala interval.

Variabel Independen

Sikap Wajib Pajak (XI)

Indikator dari variabel sikap wajib pajak adalah sikap wajib pajak terhadap
pelayanan pajak, sikap wajib pajak terhadap sanksi pajak, sikap wajib pajak terhadap
peraturan yang berlaku, sikap wajib pajak terhadap administrasi perpajakan. Pengukuran
variabel ini menggunakan skala interval.

Pengetahuan Wajib Pajak (X2)

Indikator dari variabel pengetahuan wajib pajak adalah mengetahui fungsi pajak
adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak. Memahami prosedur
pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak. Mengetahui
sanksi pajak adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan
sanksi administrasi. Lokasi pembayaran pajak adalah wajib pajak mengetahui dimana
lokasi untuk membayar pajak. Pengukuran variabel ini menggunakan skala interval.

Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Indikator dari variabel kesadaran wajib pajakadalah mengetahui adanya Undang-
Undang dan ketentuan perpajakan. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara. Menghitung,
membayar, melaporkan pajak dengan sukarela. Pengukuran variabel ini menggunakan
skala interval.

Sosialisasi Pajak (X4)

Indikator dari variabel sosialisasi pajak adalah penyuluhan pajak oleh fiskus
pajak. Pemahaman terkait dengan materi sosialisasi. Pengukuran variabel ini
menggunakan skala interval.

Pelayanan Fiskus

Indikator dari variabel pelayanan fiskus adalah keandalan (reliability),
ketanggapan (responsiveness), jaminan (assurance), empati (emphaty) dan bukti
langsung (tangible). Pengukuran variabel ini menggunakan skala interval.

HASIL DAN ANALISIS
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
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Tabel 1.Uji Normalitas

Unstandardized Residual

N 100

Normal Parameters? Mean .0000000
Std. Deviation 2.67789583

Most Extreme Differences Absolute 103
Positive 103

Negative -.058

Kolmogorov-Smirnov Z 1.034
Asymp. Sig. (2-tailed) .236

Sumber: IBM SPSS 23, 2024

Tabel diatas menjelaskan bahwa dengan jumlah N (sampel) sebanyak 100
responden memiliki nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,236. Karena hasil
signifikansi lebih dari 0,05 (0,236 < 0,05), hal itu berarti nilai residual terstandarisasi
dinyatakan menyebar secara normal.

Uji Multikolienaritas

Tabel 2. Uji Multikolienaritas
Collinearity Statistics

Model Tolerance VIF
(Constant)
Sikap Wajib Pajak ,950 1,052
Pengetahuan Wajib Pajak ,930 1,076
Kesadaran Wajib Pajak ,955 1,047
Sosialisasi Pajak ,936 1,069
Pelayanan Fiskus ,912 1,096

Sumber: IBM SPSS 23, 2024

Tabel di atas menunjukan hasil dari perhitungan multikolinearitas menggunakan
program SPSS, pada kolom tolerance menunjukan untuk variabel sikap memiliki nilai
sebesar 0,950, untuk variabel pengetahuan memiliki nilai sebesar 0,930, untuk variabel
kesadaran memiliki nilai sebesar 0,955, untuk variabel sosialisasi memiliki nilai sebesar
0,936, dan untuk variabel pelayanan memiliki nilai sebesar 0,912, semua hasi perhitungan
dari ke lima variabel menunjukan nilai tolerance yang lebih besar dari nilai batas toleransi
yaitu 0,10.

Sedangkan untuk kolom VIF pada variabel sikap memiliki nilai sebesar 1,052,
untuk variabel pengetahuan memiliki nilai sebesar 1,076, untuk variabel kesadaran
memiliki nilai sebesar 1,047, untuk variabel sosialisasi memiliki nilai sebesar 1,069,
untuk variabel pelayanan memiliki nilai sebesar 1,096, ke lima variabel tersebut memiliki
nilai yang kurang dari batas nilai VIF yaitu sebesar 10. Artinya, dengan nilai toleransi
yang lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF yang kurang dari 10 maka dapat disimpulkan
bahwa pada model regresi yang terbentuk tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas
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Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

Model Signifikansi
Sikap Wajib Pajak (X1) ,180
Pengetahuan Wajib Pajak (X2) ,064
Kesadaran Wajib Pajak (X3) ,005
Sosialisasi Pajak (X4) ,041
Pelayanan Fiskus (M) ,535

Keterangan: Dependent Variable: Kepatuhan WP
Sumber: IBM SPSS 23, 2024

Tabel di atas menunjukan hasil dari uji Glejser, dari setiap variabel penelitian
memiliki nilai signifikan masing-masing, untuk variabel sikap nilai signifikansi sebesar
0,180, untuk variabel pengetahuan nilai signifikansi sebesar 0,064, untuk variabel
kesadaran nilai signifikansi sebesar 0,005, untuk variabel sosialisasi nilai signifikansi
sebesar 0,041 dan untuk variabel pelayanan nilai signifikansi sebesar 0,535. Dari setiap
variabel independen dan variabel moderating memiliki nilai signifikansi yang lebih besar
dari 0,05. Oleh Kkarena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah
heteroskedastisitas dalam model regresi pada penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Uji Autokorelasi

R Adjusted Std. Error of .
Model R Square R Square the Estimate Durbin-Watson
1 620 384 ,358 2,443 1,804

Sumber: IBM SPSS 23, 2024

Berdasarkan hasil pengujian diatas menghasilkan nilai du 1,758, nilai Durbin-
Watson sebesar 1,804, dan nilai 4-du 2,242. Jadi kesimpulan uji autokorelasi yaitu nilai
Durbin-Watson berada diantara nilai du dan 4-du hasilnya yaitu 1,758 < 1,804 < 2,242.
Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi bebas dari gejala autokorelasi.
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Uji Hipotesis

Uji Moderating Regression Analysis (MRA)

Tabel 5. Uji Moderating Regression Analysis (MRA)

Model B t Sig Keterangan

Regression

(Constant) -8.787 -3.983 .000

Sikap WP 233 3.969 oop  Berpengaruh
Signifikan
Berpengaruh

Pengetahuan WP .346 4.888 .000 Signifikan

Kesadaran WP 368 51099 000  oerpengarun
Signifikan

Sosialisasi Pajak 225 4.293 oop  Berpengaruh
Signifikan

Moderated Regression Analysis (MRA)

Sikap WP*Pelayanan Fiskus Tidak

-.003 -435 665 Mampu

Memoderasi

Pengetahuan ~ WP*Pelayanan Tidak

Fiskus -.004 -419 677 Mampu
Memoderasi

*
K_esadaran WP*Pelayanan -030 2791 008 Mampu _
Fiskus Memoderasi
S N
S_05|allsa3| Pajak*Pelayanan - 017 -2 061 042 Mampu _
Fiskus Memoderasi

Sumber: IBM SPSS 23, 2024

Y

-8,787 + 0,233X1 + 0,346X2 + 0,368X3 + 0,225X4 + -0,003X1*M + -0,004X2*M

+-0,030X3*M + -0,017X4*M + e

1.

2.

0,233 = jika sikap wajib pajak naik satu satuan dan variabel lain tetap, maka
kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,233 satuan

0,346 = jika pengetahuan wajib pajak naik satu satuan dan variabel lain tetap, maka
kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,346 satuan.

0,368 = jika kesadaran wajib pajak naik satu satuan dan variabel lain tetap, maka
kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,368 satuan.

0,225 = jika sosialisasi pajak naik satu satuan dan variabel lain tetap, maka kepatuhan
wajib pajak akan naik sebesar 0,225 satuan.

0,003 = jika sikap wajib pajak dan pelayanan fiskus naik satu satuan dan variabel lain
tetap, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,003

-0,004 = jika pengetahuan wajib pajak dan pelayanan fiskus naik satu satuan dan
variabel lain tetap, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar -0,004

-0,030 = jika kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus turun satu satuan dan
variabel lain tetap, maka kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar -0,030

-0,017 = jika sosialisasi pajak dan pelayanan fiskus turun satu satuan dan variabel
lain tetap, maka kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar -0,017

error () menunjukkan kesalahan dari pengukuran pencatatan, pengumpulan, maupun
pengolahan data
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Uji Koefisien Determinasi

Tabel 6. Uji koefisien Determinasi

R Adjusted R Std. Error of the
Model R .
Square Square Estimate
1 ,695° ,469 447 2,266

Sumber: IBM SPSS 23, 2024

Berdasarkan hasil koefisien determinasi yang ditampilkan pada tabel maka dapat
diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,469. Maka dapat disimpulkan
bahwa variasi yang terdapat pada kepatuhan wajib pajak adalah 46,9 % ditentukan oleh
variabel independen yang terdiri dari sikap wajib pajak, pengetahuan wajib pajak,
kesadaran wajib pajak dan sosialisasi pajak dan 53,1 % lainnya ditentukan oleh variabel
lain diluar dari varabel yang dimasukan dalam model penelitian.

Uji Simultan
Tabel 7. Uji Simultan
Model Sumof Mean F Sig.
Squares Square
1 Regression 237,953 5 47,591 6,508 ,000°
Residual 687,437 94 7,313
Total 925,390 99

Sumber: IBM SPSS 23, 2024

Berdasarkan uji simultan yang ditampilkan pada tabel diatas dihasilkan bahwa
nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 artinya variabel independen memiliki pengaruh
terhadap variabel dependen.

Uji t
Tabel 8. Uji t
Unstandardized Standardized
Model Coefficients Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta
(Constant) -8,787 2,206 -3.983 ,000
SikapWP 233 ,059 ,301 3,969 ,000
PengetahuanWP ,346 ,071 ,368 4,888 ,000
KesadaranWP ,368 ,071 ,389 5,199 ,000
SosialisasiPajak ,225 ,052 ,323 4,293 ,000

Sumber: IBM SPSS 23, 2024

Pembahasan

Sikap Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak

Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah sikap wajib pajak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya dengan
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dampak covid 19 seorang wajib pajak yang memiliki sikap wajib pajak yang tinggi maka
tingkat kepatuhan wajib pajak akan tinggi. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini
menunjukan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal
tersebut disebabkan dampak covid 19 seorang wajib pajak yang terdaftar pada KPP
Pratama Tegal rata-rata memiliki pemahaman tentang perpajakan yang baik, sehingga
dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi tinggi. Harapannya, dalam
kondisi covid 19 ini, wajib pajak dapat semakin meningkatkan sikap wajib pajak sehingga
meningkatkan pembangunan negara melalui perpajakan. Dengan demikian hasil
pengujian menerima hipotesis pertama (H1).

Hasil penelitian ini terkait teori atribusi. Menurut Heider (1958) adalah teori yang
muncul akibat melihat suatu rangsangan di sekeliling sehingga memunculkan respon
positif dari diri atau individu tersebut untuk menirunya.Dalam kepatuhan wajib pajak
terkait sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi
seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi
internal maupun eksternal orang tersebut. Artinya seseorang akan patuh apabila kondisi
internal dari seseorang tersebut dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik disini
maksudnya adalah dengan tingkat kesadaran seseorang yang tinggi sebagai wajib pajak
untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan baik. Pada kondisi eksternal maka
seseorang akan melihat pada perilaku orang lain untuk dijadikan pengalaman.

Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya seorang yang
memiliki pengetahuan wajib pajak yang tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan
tinggi. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan
wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkannya
kondisi covid 19 ini, seorang wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Tegal rata-
rata memiliki pemahaman tentang perpajakan yang baik, sehingga dapat dikatakan
tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi tinggi. Harapannya dalam kondisi covid 19 ini,
wajib pajak dapat semakin meningkatkan pemahaman wajib pajak sehingga berpengaruh
terhadap pembangunan negara melalui perpajakan. Dengan demikian hasil pengujian
menerima hipotesis kedua (H2).

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori pembelajaran sosial. Teori
pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Hardiningsih & Yulianawati (2011). Teori ini
menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori-teori belajar perilaku, tetapi memberi
lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku, dan pada
proses-proses mental internal. Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang akan mengetahui
teori pengetahuan wajib pajak tetapi seseorang cenderung lebih banyak belajar langsung
dari pengalaman yang ada tentang pelaksanaan perpajakan. Seseorang wajib pajak lebih
banyak belajar tentang tata cara perpajakan, sanksi perpajakan, serta denda yang akan
dikenakan apabila wajib pajak yang bersangkutan melanggar peraturan yang berlaku dari
pengalaman seorang wajib pajak itu sendiri. Sehingga semakin wajib pajak memahami
tentang pengetahuan wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Liberti (2014) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan
wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
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Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak

Hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya seorang yang
memiliki kesadaran wajib pajak yang tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan
tinggi.Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukan bahwa kesadaran wajib
pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan kondisi
covid 19 ini, seorang wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Tegal rata-rata
memiliki kesadaran tentang perpajakan yang baik, sehingga dapat dikatakan tingkat
kepatuhan wajib pajak menjadi tinggi. Harapannya dalam kondisi covid 19 ini, kesadaran
wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap
pembangunan negara melalui perpajakan. Dengan demikian hasil pengujian menerima
hipotesis ketiga (H3).

Hasil penelitian ini terkait teori Ghouri et al., (2016). Kesadaran wajib pajak terkait
dengan keyakinan perilaku yang menjelaskan bahwa sikap individu akan mempengaruhi
keinginan individu untuk bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakan yang
dilakukan oleh individu. Mengenai teori kepatuhan, wajib pajak tinggi kesadaran akan
mempengaruhi tingkat kepatuhan dimana semakin sadar wajib pajak, tingkat kepatuhan
akan meningkat.

Sosialisasi Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak

Hipotesis keempat yang diajukan pada penelitian ini adalah sosialisasi pajak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin
intens sosialisasi wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Hasil
pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi covid 19 ini,
sosialisasi wajib pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak. Hal tersebut diakibatkan dampak dari covid 19, karena wajib pajak tidak
memperhatikan berada dimana posisi sosialisasi wajib pajak. Artinya tekanan kondisi
sosialisasi wajib pajak bukan satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan
wajib pajak dan menandakan apabila pendapatan wajib pajak buruk belum tentu mereka
tidak patuh untuk membayar pajak, dan sebaliknya apabila kondisi sosialisasi wajib pajak
dalam keadaan baik belum tentu mereka akan patuh memenuhi kewajibannya sebagai
wajib pajak. Dengan demikian hasil pengujian menerima hipotesis keempat (H4).

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori pembelajaran sosial. Teori
pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Bandura (1986). Teori ini menerima sebagian
besar dari prinsip-prinsip teori-teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak
penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku, dan pada proses-proses
mental internal. Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang akan mengetahui teori sikap wajib
pajak tetapi seseorang cenderung lebih banyak belajar langsung dari pengalaman yang
ada tentang pelaksanaan perpajakan. Seseorang wajib pajak lebih banyak belajar tentang
tata cara perpajakan, sanksi perpajakan, serta denda yang akan dikenakan apabila wajib
pajak yang bersangkutan melanggar peraturan yang berlaku dari pengalaman seorang
wajib pajak itu sendiri. Sehingga semakin wajib pajak memahami tentang sosialisasi
wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Nurvita (2016) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak.
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Pelayanan Fiskus Tidak Dapat Memoderasi Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kelima yang diajukan pada penelitian ini adalah pelayanan fiskus tidak
dapat memoderasi pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya
dalam kondisi covid 19 ini, Pelayanan fiskus tidak dapat memoderasi pengaruh sikap
wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah. Hasil pengujian hipotesis
pada penelitian ini menunjukan bahwa Pelayanan fiskus tidak dapat memoderasi
pengaruh sikap wajib pajak. Hal tersebut disebabkan kondisi karena covid 19, seorang
wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Tegal rata-rata memiliki pemahaman
tentang perpajakan yang rendah, sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak
menjadi rendah. Harapannya Pelayanan fiskus pengaruhnya kepada sikap wajib pajak
sehingga meningkatkan pembangunan negara melalui perpajakan. Dengan demikian hasil
pengujian menolak hipotesis kelima (H5).

Hasil penelitian ini terkait teori atribusi. Menurut Heider (1958) adalah teori yang
muncul akibat melihat suatu rangsangan di sekeliling sehingga memunculkan respon
positif dari diri atau individu tersebut untuk menirunya. Dalam kepatuhan wajib pajak
terkait sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi
seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi
internal maupun eksternal orang tersebut. Artinya seseorang akan patuh apabila kondisi
internal dari seseorang tersebut dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik disini
maksudnya adalah dengan tingkat kesadaran seseorang yang tinggi sebagai wajib pajak
untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan baik. Pada kondisi eksternal maka
seseorang akan melihat pada perilaku orang lain untuk dijadikan pengalaman.

Pelayanan Fiskus Tidak Dapat Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis keenam yang diajukan pada penelitian ini adalah Pelayanan fiskus tidak
dapat memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Artinya Pelayanan fiskus tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak yang rendah maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan
rendah. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukan bahwa Pelayanan fiskus
tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan karena
kondisi covid 19, sehingga seorang wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Tegal
rata-rata memiliki pemahaman tentang perpajakan yang rendah, sehingga dapat dikatakan
tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi rendah. Harapannya wajib pajak dapat semakin
meningkatkan pemahaman wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap pembangunan
negara melalui perpajakan. Dengan demikian hasil pengujian menolak hipotesis keenam
(H6).

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori pembelajaran sosial. Teori
pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Hardiningsih & Yulianawati (2011). Teori ini
menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori-teori belajar perilaku, tetapi memberi
lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku, dan pada
proses-proses mental internal. Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang akan mengetahui
teori pengetahuan wajib pajak tetapi seseorang cenderung lebih banyak belajar langsung
dari pengalaman yang ada tentang pelaksanaan perpajakan. Seseorang wajib pajak lebih
banyak belajar tentang tata cara perpajakan, sanksi perpajakan, serta denda yang akan
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dikenakan apabila wajib pajak yang bersangkutan melanggar peraturan yang berlaku dari
pengalaman seorang wajib pajak itu sendiri. Sehingga semakin wajib pajak memahami
tentang pengetahuan wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Liberti (2014) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan
wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan Fiskus Dapat Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketujuh yang diajukan pada penelitian ini adalah Pelayanan fiskus dapat
memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajakterhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya
Pelayanan fiskus yang dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak yang tinggi
maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan tinggi. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian
ini menunjukan bahwa Pelayanan fiskus dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib
pajak. Hal tersebut disebabkan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Tegal rata-
rata memiliki kesadaran tentang perpajakan yang baik, sehingga dapat dikatakan tingkat
kepatuhan wajib pajak tinggi. Harapannya kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan
kepatuhan wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap pembangunan negara melalui
perpajakan. Dengan demikian hasil pengujian menerima hipotesis ketujuh (H7).

Hasil penelitian ini terkait teori Ghouri et al., (2016). Kesadaran wajib pajak terkait
dengan keyakinan perilaku yang menjelaskan bahwa sikap individu akan mempengaruhi
keinginan individu untuk bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakan yang
dilakukan oleh individu. Mengenai teori kepatuhan, wajib pajak tinggi kesadaran akan
mempengaruhi tingkat kepatuhan dimana semakin sadar wajib pajak, tingkat kepatuhan
akan meningkat.

Pelayanan Fiskus Dapat Memoderasi Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedelapan yang diajukan pada penelitian ini adalah Pelayanan fiskus
dapat memoderasi pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya
semakin intens sosialisasi wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak tinggi. Hasil
pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi sosialisasi wajib
pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut
diakibatkan karena kondisi covid 19, sehingga sorang wajib pajak memperhatikan berada
dimana posisi sosialisasi wajib pajak. Artinya tekanan kondisi sosialisasi wajib pajak
bukan satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan
menandakan apabila pendapatan wajib pajak buruk belum tentu mereka tidak patuh untuk
membayar pajak, dan sebaliknya apabila kondisi sosialisasi wajib pajak dalam keadaan
baik belum tentu mereka akan patuh memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.
Dengan demikian hasil pengujian menerima hipotesis kedelapan (H8).

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori pembelajaran sosial. Teori
pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Bandura (1986). Teori ini menerima sebagian
besar dari prinsip-prinsip teori-teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak
penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku, dan pada proses-proses
mental internal. Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang akan mengetahui teori sikap wajib
pajak tetapi seseorang cenderung lebih banyak belajar langsung dari pengalaman yang
ada tentang pelaksanaan perpajakan. Seseorang wajib pajak lebih banyak belajar tentang
tata cara perpajakan, sanksi perpajakan, serta denda yang akan dikenakan apabila wajib
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pajak yang bersangkutan melanggar peraturan yang berlaku dari pengalaman seorang
wajib pajak itu sendiri. Sehingga semakin wajib pajak memahami tentang sosialisasi
wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Nurvita (2016) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dampak pandemi covid-19
terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel moderasi pelayanan fiskus. Data yang
didapat melalui penyebaran kuesioner diuji dengan regresi linear berganda dan
menemukan dengan adanya pandemi covid19 tarif pajak UMKM yang lebih rendah
seharusnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM

1. Sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa
pandemi Covid-19. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi pemahaman dan sikap
wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat
kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi Covid-19.

2. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa
pandemi Covid-19. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib
pajak mengenai peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan
wajib pajak selama masa pandemi Covid-19.

3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa
pandemi Covid-19. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak
mengenai peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib
pajak selama masa pandemi Covid-19.

4. Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi
Covid-19. Hal ini menunjukan bahwa sosialisasi pajak dapat digunakan untuk
memprediksi tingkat kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi Covid-19.

5. Pelayanan fiskus tidak dapat memoderasi pengaruh sikap wajib pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi Covid-19. Artinya dalam kondisi covid
19 ini, Pelayanan fiskus tidak dapat memoderasi pengaruh sikap wajib pajak maka
tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian
ini menunjukan bahwa Pelayanan fiskus tidak dapat memoderasi pengaruh sikap
wajib pajak. Hal tersebut disebabkan karena covid 19, seorang wajib pajak yang
terdaftar pada KPP Pratama Tegal rata-rata memiliki pemahaman tentang perpajakan
yang kurang baik, sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi
rendah.

6. Pelayanan fiskus tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi Covid-19. Artinya Pelayanan
fiskus tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak maka tingkat
kepatuhan wajib pajak akan rendah. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini
menunjukan bahwa Pelayanan fiskus dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib
pajak. Hal tersebut disebabkan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Tegal
rata-rata memiliki pengetahuan tentang perpajakan yang kurang baik, sehingga dapat
dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak rendah.

7. Pelayanan fiskus dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi Covid-19. Artinya Pelayanan fiskus
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yang dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak yang tinggi maka tingkat
kepatuhan wajib pajak akan tinggi. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini
menunjukan bahwa Pelayanan fiskus dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib
pajak. Hal tersebut disebabkan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Tegal
rata-rata memiliki kesadaran tentang perpajakan yang baik, sehingga dapat dikatakan
tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi.

Pelayanan fiskus dapat memoderasi pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan
wajib pajak selama masa pandemi Covid-19. Artinya semakin intens sosialisasi wajib
pajak maka kepatuhan wajib pajak tinggi. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian
ini menunjukkan bahwa kondisi sosialisasi wajib pajak berpengaruh positif
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1.

Penelitian ini menggunakan metode survey dan data yang diperoleh dari kuesioner,
kemungkinan jawaban responden belum bisa menggambarkan keadaan yang
sebenarnya dialami oleh responden karena diluar kontrol peneliti, sehingga tidak
menghasilkan jawaban yang diinginkan dalam penelitian ini.

Tingkat pengetahuan responden terhadap isi kuesioner yang diberikan, beberapa
responden kesulitan dalam memahami isi kuesioner, sehingga jawaban yang
diberikan belum maksimal.

Saran
Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan penelitian ini adalah:

1.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Untuk meningkatkan pajak di Indonesia, dirjen pajak harus mensosialisasikan
peraturan-peraturan mengenai perpajakan baik untuk peraturan terbaru maupun yang
sudah ada, karena masih terdapat wajib pajak yang belum benar-benar memahami
dan menerapkan peraturan pajak, ketika wajib pajak sudah memahami dan
menerapkan peraturan perpajakan maka akan meningkatkan pendapatan negara dari
sektor pajak. Selain itu pula sering mengadakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan
dengan perpajakan.

Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tegal diharapkan dapat lebihmemahami
tentang peraturan perpajakan dan juga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam
menghadapi risiko yang terjadi pada wajib pajak sendiri.

Bagi Akademisi

Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang sama, bisa
menambahkan jumlah sampel agar hasil penelitian yang didapat bisa maksimal.
Selain itu bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian dibidang
yang sama dapat variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
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